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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR: B/100.3.7/ 18 /SETDA/XI/2025
NOMOR: B/900.1.1.1/ 0¢ /DPRD/LBT/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama . P. Kanisius Tuaq
Jabatan :  Bupati Lembata
Alamat Kantor - Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.
2. a. Nama . Syafrudin Sira
Jabatan . Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor - Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
b. Nama . Fransiskus Xaverius B. N
Jabatan - Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor . Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata
c. Nama . G. Fransiskus
Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kabupaten Lembata
Alamat Kantor . Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, Lembata

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lembata.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran
2026, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan
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pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah tahun
anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Lewoleba, + November 2025

Bupati Lembata Pimpinan DPRD
Kabupaten Lembata
Selaku,
PIHAK KEDUA

SYAFRUDIN SIRA
-~ KETUA

WAKILKETUA

G. FRANSISKUS

WAKIL KETUA
PARAF HIERARKI
NAMA JABATAN PARAF , NAMA JABATAN PARAF
SEKRETARIS DAERAH l SEKRETARIS DPRD J
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KEPALA BAGIAN FASILITASI
/ PENGANGGARAN DAN L
PENGAWASAN k
KEPALA BAGIAN HUKUM ?-
FUNGSIONAL PERANCANG T
PERTAMA




Pemerintah Kabupaten Lembata @

DAFTAR ISI

DIAFTAR T8Lcomisnvni sovmmmvesmmssts st o o sy s S o as st apiyas ii
DAFTAR TABEE: .. o e it saisss s s S0 s s s S s nat iii
BAB I PENDAHULUAN .. ..ottt e e enie e e e Bab I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ..o Bab I-1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS...........ccoceiiiiiiiiiiiiiiiinicinees Bab I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS......uuaimassmsosvssns Bab I-3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH......c..coceeviiuinnnan. Bab II-1
2.1. Pendapatan Daerah........cocovveiiiiiiieiiniie e Bab II-1
2.1.1. Peidapatai Asll Dagfin: (PRI ....onomsmsmonssmmonsssmer Bab II-1
2.1.2. Pemdapatan Transler .cuaaonsimsinsammuusnmssisss Bab II-2
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ................... Bab II-2
3.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah...............ccoooei Bab II-2
BAB HI PRIORITAS BELANJA DAERAH ........cconccvnniinniins Bab III-1
3.1. Sinergisitas Program Kabupaten Lembata dengan Prioritas

INASIONAL ..teviiiiii e Bab III-2
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan

Prioritas Pembangunan Provinsi .........cccoevvveieeinennnnen. Bab III-3

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas
Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2026 ................... Bab III-4

3.4. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Urusan
Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan........coccoiviiiiiiiiiii Bab III-5

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM KEGIATAN .o svesss Bab IV-1
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ......ccccoiiiiiinnnne. Bab V-1
BAB VIPENUTUP ... Bab VI-1



Tabel 2.1
Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 5.1

Tabel 5.2

Pemerintah Kabupaten Lembata @

DAFTAR TABEL

Rencana Penerimaan Tahun Anggaran 2026
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten /Kota Dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan
Prioritas Daerah

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub
Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program /Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis
Belanja

Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan
Tahun Anggaran 2026

Ringkasan KUA dan PPAS

i |



Pemerintah Kabupaten Lembata @

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Penyelenggaraan proses perencanaan dan penganggaran
secara sistematis dan terukur merupakan hal penting yang
dilakukan oleh pemerintah untuk pencapaian hasil pembangunan
yang optimal. Oleh karena itu dibutuhkan sinkronisasi antara
kebijakan pembangunan daerah dengan alokasi sumber daya
keuangan daerah. Kebijakan dimaksud harus termuat dalam KU-
APBD, dan wajib ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan ketentuan Pasal 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satan kerja
perangkat daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan penting
sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019. Tahapan tersebut dimulai dari penentuan skala
prioritas pembangunan daerah, yang menjadi dasar dalam
merumuskan arah kebijakan dan fokus pembangunan untuk tahun
anggaran yang direncanakan. Selanjutnya, dilakukan penentuan
prioritas program dan kegiatan pada masing-masing urusan
pemerintahan, dengan memastikan sinkronisasi terhadap prioritas
daerah dan program nasional sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Tahap
berikutnya adalah penyusunan capaian kinerja, sasaran, serta
plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan,

Lb
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Pemerintah Kabupaten Lembata @

sehingga arah pembiayaan daerah menjadi lebih terukur dan
selaras dengan target pembangunan daerah.

Berdasarkan tahapan tersebut, maka PPAS sekurang-
kurangnya memuat skala prioritas pembangunan daerah, program
dan kegiatan prioritas untuk setiap urusan pemerintah, capaian
kinerja dan sasaran pembangunan serta plafon anggaran
sementara bagi setiap program dan kegiatan. Sebagai dokumen
strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah,
PPAS berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara
arah kebijakan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Melalui penyusunan PPAS, Pemerintah Kabupaten Lembata
diharapkan dapat menetapkan prioritas pembangunan yang
realistis, efektif, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah
anggaran yang dialokasikan mampu memberikan nilai tambah bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS
Penyusunan PPAS Kabupaten Lembata Tahun Anggaran

2026 bertujuan untuk:

1) Menyediakan dokumen kebijakan fiskal daerah yang memuat
target pendapatan, rencana belanja serta rencana pembiayaan
daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

2) Menetapkan plafon anggaran sementara bagi setiap urusan
pemerintahan, perangkat daerah, program/kegiatan/sub
kegiatan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) perangkat daerah.

3) Menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, adil
dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan prioritas
pembangunan tahunan daerah.

4) Menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara
dokumen perencanaan tahunan daerah dan dokumen anggaran

Jid
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Pemerintah Kabupaten Lembata @

sehingga arah kebijakan pembangunan dapat berjalan secara

seimbang dan terpadu.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Adapun dasar hukum penyusunan PPAS Kabupaten Lembata

Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
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6)

7)

8)

9)

10)

Pemerintah Kabupaten Lembata /&

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lemfaran

JW
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Pemerintah Kabupaten Lembata @

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

I
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Pemerintah Kabupaten Lembata @

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS Tahun 2026 dengan KEM PPKF Tahun 2026
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Ll
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25)

26)

27)

28)

29)

Pemerintah Kabupaten Lembata @

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 315);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2017 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

biw
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30)

31)

Pemerintah Kabupaten Lembata @

Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor 315, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 315);

Peraturan Bupati Lembata Nomor 43 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun
2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025 Nomor

46). Hp
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Tabel 5.2. Ringkasan KUA PPAS Tahun 2026

Kab. Lembata
Sasaran P m Sasaran Kegiatan
o Lrogre i Lokasi Plafon Anggaran | Keterang
Kode Program / Keglatan Keglatan Sementara (Rp.) an
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan I Target Qutcome Keglatan Target P-
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN
Persentase Cakupan
Pelayanan Adminisirasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1101 |01 Perkantoran Dalam 100 % 192.720.936.564,00
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Mendukung Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi Terlaksananya Perencanaan,
1]01 |01 20 ;?r'?]:';:::' Pk:?gl;a?r::“nl dan Evaluas| Perkantoran Dalam 100 % Penganggaran dan Evaluasi | 100 % 3.146.928,00
i g Mendukung Tugas dab Kinerja Perankat Daerah
Fungsi Perankat Daerah
- Semua
Jumiah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Kecamatan,
1101 |01 | 201 | 0001 Daarah gzr:rra\ﬁanaan Perangkat Dokumen Semua 3.146.928,00
Kelurahan
- Semua
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Zz Kecamatan,
1101 |01 | 201 | 0001 | orteh g:r:r:ﬁanaan Perangkat Dokumen Bamia 3.146.928,00
Kelurahan
- Semua
Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Kecamatan,
1 (01| 01| 201 | 0001 Daerah ggt:;:‘anaan Perangkat Dokumen Semua 3.146.928,00
Kelurahan
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan 1 kg:;n#ata "
1101 |01| 201 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Dokuemen s muaa ' 0,00
Penyusunan Dokumen K:l
RKA-SKPD urahan
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan ’ N
1|01 | 01| 2010002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Dokumen Sem ! 0,00
Penyusunan Dokumen Ke s
RKA-SKPD elurahan
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan 1 I(gce:'n'::tan
1101 |01 | 201 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Dokaiafi Sem i 0,00
Penyusunan Dokumen o ea
AKA-SKPD Kelurahan




Sasaran Program Sasaran Keglatan
Kode Program / Kegiatan ..Lol.u.’ : ; :Iafon ‘.‘"“(;';'; Kel:'r\ang
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target - »
Jumlah Dokumen Perubahan - Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan IR D) Ly 1 Kecamatan,
01| 01| 2.01 | 0003 Hasil Koordinasi 0,00
RKA-SKPD Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kelurahan
Perubahan RKA-SKPD .
Jurnlah Dokumen Perubahan - Semia
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA'SKPD."&" Laporan 1 Kecamatan,
01| 01| 201 | 0003 Hasil Koordinasi 0,00
RKA-SKPD Dokumen Semua
Penyusunan Dckumen Kelurahan
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan . Semua
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan AKA-SKPD dan_ Laporan 1 Kecamatan,
01 | o1 | 2.01 | 0003 Hasil Koordinasi 0,00
RKA-SKPD Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kelurah
Perubahan RKA-SKPD an
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan 1 kﬁ:n:i:mn
01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Peryusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi ’ 0,00
Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kelurahan
DFA-SKPD
Jumiah Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan 4 k:;"nfl‘:m
01| 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi J 0,00
Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kelurah
DPA-SKPD mk
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan Laporan | , LRNOR
01 | 01 | 201 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Dokumen Semua ' 0,00
Penyusunan Dokumen Kelurahan
DFA-SKPD
Jumiah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan , i O
01| 01 | 201 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Hasil Koordinasi ' 0,00
Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kelurahan
Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan : Moo
01 | 01 | 201 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Hasil Koordinasi E 0,00
Dokumen Semua
Penyusunan Dokumen Kakirakisi
Parubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan j kfc";"n:*:m
01| 01 | 201 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Hasil Koordinasi L 0,00
Dokumen Semua
Penyusunan Dakumen Kelurahan
Perubahan DPA-SKPD




Sasaran Program

Sasaran Keglatan

Kode Program / Keglatan Kagitan | Semanisahpy | W
Indikator Kinerja Target Output Keglatan Target Outcome Kegiatan Target P-
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi - Baoin
o1 | 01| 201 | o006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan ﬁ:;?;;’:;gads?n Laporan 2 Laporan Kecamatan, 0.00
i Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua !
Penyusunan Laporan Kelurahan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi < Barnun
01 | o1 | 201 | ooos Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian ﬁi::i:'j: :::;E;?n Laporan 2 Laporan Kecamatan, 0.00
i Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua d
Panyusunan Laporan Kelurahan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar -
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi BB
o1 | 01 | 201 | 0o0s Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian f'r;?: osolf;ga‘:?n Laporan 2 ran Kecamatan, 0.00
. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lapc Semua 2
Penyusunan Laporan Kelurah
Capaian Kinerja dan Ikhtisar uraa
Realisasi Kinerja SKPD
- Semua
p— Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan,
01 | 01 | 201 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daarah Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Sarria 0,00
Kelurahan
- Semua
, ) Jumlah Laporan Evaluasi Kecamalan,
o1 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Semua 0,00
Kelurahan
- Semua
; Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan,
01 | 01 | 201 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daarah Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan Semiia 0,00
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil - Semua
o1 | o1 | 201 | ooos Penyalenggaraan Walidata Pendukung Statistik Penyelenggaraan Walidata 1 Kecamatan, 58
B Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral | Dokumen Semua ¥
Daerah Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil - Semua
o1 | 01| 201 | ooos Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Penyelenggaraan Walidata 1 Kecamatan, 0.00
: Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral | Dokumen Semua i
Daerah Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil - Semua
ot | o1 | 201 | ooos Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Penyelenggaraan Walidata 1 Kecamatan, 0.00
g Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral | Dokumen Semua g
Daerah Kelurahan

M




Sasaran Program

Sasaran Keglatan

Kode Program / Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran | Keterang
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kigitan e an
Jumilah Data Statistik - Semua
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Sektoral Daerah yang Telah Kecamatan,
0f: 1:01 1 201 | 0008 Daerah Dikumpulkan dan Diperiksa 1 Data Semua 0:00
Lingkup Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Data Statistik - Semua
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Sektoral Daerah yang Telah Kecamatan,
0101 201 0009 | pyoorah Dikumpulkan dan Diperksa | | D212 Semua 0,00
Lingkup Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Data Statistik - Semua
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Sektoral Daerah yang Telah Kecamatan,
01101 ) 201 0009 | poorap Dikumpulkan dan Diperksa | | D3t Semua 00
Lingkup Perangkat Daerah Kelurahan
Jumlah Berita Acara Hasil
Forum Perangkat Daerah
gﬂaksaﬁaan Forum F[‘)grangkztﬁaer;h Birdasarkan Berdasarkan Bidang Urusan o ;(Semua
o1 | o1 | 201 | o010 ang Urusan yang Diampu dalam Rangka yang Diampu dalam Rangka erita ecamatan, 0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal P nan Dokl Acara Semua p
Daerah il et Kelurahan
Parencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil
| Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan fom Perngic) Dastah - Semua
| Bid U Di dalain Ranoka Berdasarkan Bidang Urusan 1 Berit K
Gt | 01'] 201/ iporg | SR USER YAIG. DIPL G4 &N, Reng yang Diampu dalam Rangka R ORMAAN; 0,00
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkal Penyusunan Dokumen Acara Semua i
| Dasrah Perencanaan Perangkat Kelurahar
Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil
Pelaksanaan Forum Perangkal Daerah Berdasarkan Forum Perangkat Dasrah - Semua
i Di dalam Rangk Berdasarkan Bidang Urusan | | o o
01 | 01 | 201 | oo1g | Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Yang Diairwk: duiser: Fangka erita Kecamatan, -
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Penyusunan Dokumen Acara Semua *
Dasrah Perencanaan Perangkat Kelurahan
Daerah
Meningkatnya Kualitas 3 -
Pelayanan Administrasi g;;"g::rtn::rﬁlﬁs"tmi
01| 01| 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perkantoran Dalam 100 % ¥ 100 % 186.277.801.017,00
Mendukung Tugas dab Pengsiolaan Keuangan
Fungsi Perankat Daerah SKFD
- Semua
Jumlah Orang yang
01 | 01 | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan b Kecamatan. | 186.277.901.017,00
Tunjangan ASN rang/bulan emua
Kelurahan
dumiah Qrang yang 1508/12 0 inslios
01 | 01 | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Meneﬂma Gaji dan rang/bulan Semua ' | 186.277.901.017,00
Tunjangan ASN Kalurahan

b




Sasaran Program

Sasaran Keglatan

Kode Program / Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran | Keterang
Indikator Kinerja Target Qutput Keglatan Target Outcome Kegiatan Target Keglomn Sementara (Fp.) "
- Semua
Jumlah Orang yang
01| 01 | 202 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 150812 0 Kecamatan, | 1g5 577 901.017,00
Tunjangan ASN rang/bulan Semua
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil 3 kggmnl:am
o1 | 01 | 202 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen Soma el 0,00
Pelaksanaan Tugas ASN s
Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil 1 ;(Samuam
01 | 01 | 202 | 0002 | Penyediaan Adminisirasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi - N— g 0,00
Pelaksanaan Tugas ASN me s
Kelurahan
Jurniah Dokumen Hasil 1 KSemn: ata
01 | 01 | 202 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen S:cma AR, 0,00
Pelaksanaan Tugas ASN ua
Kelurahan
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan - Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan,
01 | 01 | 202 | 0005 | aynir Tahun SKPD Penyusunan Laporan b i Semua i
Keuangan Akhir Tahun Kelurahan
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan - Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan,
01| 01 | 2,02 | 0005 Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan 1 Laporan Semua 0,00
Keuangan Akhir Tahun Kelurahan
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan - Semua
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan,
o1 | 01 | 202 | 0005 Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan 1 Laporan Semua 0,00
Keuangan Akhir Tahun Kelurahan
SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ - Semua
o1 | o1 | 202 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan f’m::l:r::oﬂl(:;lm 18 Kecamatan, 0,00
3 Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bpo Laporan Semua !
Penyusunan Laporan Kelurah
Keuangan Bulanan/Triwulana Lratan
n/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanary Triwulanan/ A
o1 | 01| 2,02 | 0oo7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan mﬁ:‘:?:of’g:az.w 18 Kecamatan, 0.00
? Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Semua :
Penyusunan Laporan Kelurah
Keuangan Bulanan/Triwulana uraan
n/Semesteran SKPD
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